Jurnal

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA AHLI WARIS YANG TIDAK TERCANTUM SEBAGAI PENERIMA MANFAAT DALAM ASURANSI JIWA

 Hastuti Sulistyorini[footnoteRef:1], [1:  Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya] 

Dr. Siti Hamidah, SH.,M.H, [footnoteRef:2] Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.[footnoteRef:3] [2:  Pembimbing I,  Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya]  [3:  Pembimbing II,  Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya] 


Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono, Nomor 169. Malang
Email : rhs.lawoffice@gmail.com

Abstract:
The research objective is to find a form of legal protection given to heirs who are not listed as beneficiaries of insurance funds in a life insurance policy. The research method is a type of normative legal research with a statutory approach and a concept approach, the technique of collecting legal study of library materials with analytical techniques performed prescriptive. The result of the research is that there are heirs who are not listed as beneficiaries in the life insurance policy and do not receive insurance funds. This is due to the absence of specific regulations governing beneficiaries. Therefore, heirs who are not listed as beneficiaries of life insurance funds, receive legal protection in the form of external and internal legal protection
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Abstrak:
Tujuan penelitian adalah untuk menemukan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dana asuransi pada polis asuransi jiwa. Metode penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep, teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dengan teknik analisis dilakukan secara preskriptif. Hasil penelitan adalah terdapat ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa tidak mendapat bagian dana asuransi. Hal ini disebabkan belum ada peraturan yang bersifat khusus mengatur tentang penerima manfaat. Oleh karena itu ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dana asuransi jiwa mendapat perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan hukum ekternal dan internal. 
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LATAR  BELAKANG
Peristiwa Kematian dapat mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan maupun pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau suatu keluarga.  Oleh karena itu manusia berusaha mencari cara agar risiko yang seharusnya ia tanggung sendiri itu dapat terlindungi dari kemungkinan terjadinya suatu kerugian  atau setidaknya risiko tersebut dapat dikurangi dan dibagi  dengan pihak lain yang bersedia ikut menanggung risiko tersebut, salah satunya adalah dengan asuransi.  
Asuransi jiwa adalah perjanjian antara penanggung sebagai perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh penanggung sebagai imbalan untuk memberikan peggantian kepada tertanggung karena suatu perjanjian ataupun memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung sebagaimana diperjanjikan dalam polis asuransi. 
Bahwa  sampai saat ini belum ada aturan khusus dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang asuransi jiwa khususnya dalam merumuskan penerima manfaat pada asuransi jiwa, Hal ini menyebabkan kekaburan norma yang menimbulkan ketidakpastian pada masyarakat mengenai aturan atau ketentuan yang bagaimana yang dapat diterapkan pada permasalahan penerima manfaat dana asuransi dan ahli waris terhadap dana asuransi jiwa, karena dengan tidak adanya kepastian hukum, dapat menyebabkan:
1. Timbulnya sengketa, karena terdapat pihak ahli waris yang merasa dirugikan karena tidak mendapat bagian dana asuransi jiwa sebagai harta peninggalan tertanggung
2. Ketidak konsistennya lembaga yudikatif dalam memberikan putusan mengenai penerima manfaat dana asuransi jiwa.  Terdapat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang berbeda, yaitu:
a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonersia(RI) Nomor 16 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010. Dalam putusan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Ahli Waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam asuransi jiwa, berhak sebagai penerima manfaat dana asuransi jiwa karena majelis berpendapat bahwa dana asuransi jiwa adalah harta peninggalan tertanggung.  
b. Kedua, putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 197K/AG/2015 tanggal 11 Maret 2015. Mengenai asuransi jiwa pada intinya menyatakan bahwa yang berhak menerima pembayaran uang pertanggungan adalah penikmat atau penerima manfaat yang tercantum atau ditunjuk dalam polis karena dana asuransi adalah bukan harta peninggalan tertanggung akan tetapi adalah hak milik penerima manfaat yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. 
Ketidakpastian putusan yang digunakan untuk menentukan dana asuransi kematian tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi para ahli waris lainnya yang berhak mendapatkan harta peninggalan, akan tetapi tidak tercantum dalam polis asuransi jiwa, dimana ahli waris yang tidak terhalang sebagai ahli waris, terdapat kemungkinan tidak mendapatkan bagian dari dana asuransi jiwa tersebut sedangkan ahli waris berkewajiban membayar hutang hutang dan kewajiban tertanggung lainnya.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, hak-hak semua ahli waris termasuk ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat perlu mendapat perlindungan hukum.  Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tulisan ini dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk perlindungan hukum kepada ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dana asuransi pada polis asuransi jiwa. 
Asuransi yang dikaji dan diteliti adalah asuransi jiwa konvensional yang dilakukan oleh perseorangan atau individu, disebabkan oleh kematian Tertanggung sekaligus pemegang polis. Penelitian ini tidak membahas bagian masing masing ahli waris, akan tetapi meneliti adanya kepentingan ahli waris sebagai penerima manfaat asuransi jiwa yang belum diatur dalam perundang undangan yang ada.
Bahwa terdapat asas hukum [Subekti, 2010, . 96] yaitu apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Dengan demikian pada saat terjadi evenemen meninggalnya tertanggung maka berakibat munculnya hukum baru yaitu hukum waris yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seeorang yang meninggal kepada ahli warisnya. 
Dalam hukum asuransi dikenal beberapa prinsip atau asas. Prinsip atau asas dalam asuransi tersebut diciptakan agar  lembaga  asuransi  aman terhindar dari  tindakan  spekulasi atau perjudian.  Prinsip atau asas yang mendasari suatu perikatan pertanggungan jiwa atau asuransi jiwa yang bersifat mutlak adalah Insurable Interest(adanya kepentingan), Utmost Good Faith(/Itikad baik), dan Indemnity(ganti kerugian) .[Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan, 2016, . 24]
Prinsip insurable interest dalam asuransi jiwa berarti adanya kepentingan yang dapat diasuransikan akan sesuatu dugaan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomis yang timbul karena meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan yaitu tertanggung. [Sri Rejeki Hartono, 2018, . 100] Prinsip adanya kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan prinsip utama dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan.[R.Soeroso, 2016, 100]. Prinsip tersebut merupakan syarat untuk pengisian polis asuransi jiwa, khususnya pencantuman penerima manfaat dana asuransi apabila tertanggung meninggal dunia yang harus mempunyai kepentingan dengan tertanggung.


METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah Penelitian Hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukan adalah Bahan hukum primer, Bahan- bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tertier.  Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka.  Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan  teknik analisis  Interprestasi gramatikal dan Interprestasi sitematis.
 
PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum ekternal
Perlindungan hukum ekternal adalah perlindungan hukum yang yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi atau peraturan perundang undangan. [Moch. Isnaeni, 2016,  163].  Bahwa perlindungan hukum ekternal sebagai peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law umbrella) untuk membuat klausula klausula dalam polis asuransi jiwa yang sudah disepakati oleh para pihak yaitu Tertanggung dan penanggung sebagai bentuk perlindungan internal .
Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem, dengan adanya berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku,  bukan  kumpulan peraturan yang menjadi tolok ukur, akan tetapi berbagai peraturan yang mempunyai makna hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum yang lain. Sebagai suatu sistem maka Hukum Indonesia merupakan suatu tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh, terdiri dari unsur unsur atau bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain untuk mencapai tujuan.
Peraturan perundang undangan bersifat umum dan dipergunakan sebagai dasar atau pedoman yang berfungsi sebagai payung hukum(law umbrella) dalam asuransi jiwa khususnya dalam pembuatan polis asuransi jiwa. Bahwa demi kepastian hukum, bentuk perlindungan hukum ekternal bersumber pada peraturan perundang undangan dan putusan hakim diberikan sebagaimana berikut:  
1. [bookmark: _Toc28076236]Dalam bentuk Peraturan Perundang Undangan
a. Dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, Khususnya  Pasal 28 D    ayat (1). 
Berdasar pasal ini, semua pihak dalam asuransi jiwa mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil dari negara. Perlindungan hukum erat kaitannya dengan aspek keadilan, Untuk mendapatkan keadilan, perlu untuk memberikan perlindungan hukum yang merupakan hak dasar manusia. 
Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi. [ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, 261]
Pengertian Keadilan mempunyai makna legalitas, [Hans Kelsen, 2011, 7] suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan ke dalam peristiwa hukum, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil”jika diterapkan pada suatu permasalah dan tidak diterapkan pada permasalahan lain yang serupa. 
Legalitas perpindahan hak dan kewajiban tertanggung sebagai orang yang meninggal dunia  pada umumnya terdapat dalam pasal 833 KUHPerdata“Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal” hal ini berarti bahwa peristiwa hukum kematian akan berakibat pada beralihnya hak dan kewajiban  orang yang meninggal dunia kepada ahli waris. 
Dana asuransi adalah “kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi Liabilitas yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi”. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2016] Sedangkan yang dimaksud dengan dana asuransi jiwa adalah dana asuransi atau uang pertanggungan yang muncul pada saat terjadinya evenemen kematian tertanggung, yang jumlahnya berdasarkan premi yang dibayarkan oleh tertanggung pada saat tertanggung masih hidup untuk kemudian diperhitungkan oleh penanggung yang akan dibayarkan sebagai manfaat asuransi apabila terjadi evenemen pada masa pertanggungan sebagaimana diperjanjikan dalam polis asuransi jiwa.
Oleh karena munculnya dana asuransi jiwa berasal dari usaha tertanggung pada semasa hidupnya dengan cara mengalihkan risiko kerugian nilai ekonomis atas meninggalnya tertanggung kepada penanggung dengan membayar premi yang dilakukan pada waktu tertanggung masih hidup, untuk selanjutnya dikelola oleh penanggung agar mendapatkan manfaat dana asuransi apabila terjadi evenemen kematian tertanggung sebagaimana diperjanjikan dalam polis, maka dana asuransi jiwa adalah termasuk harta peninggalan tertanggung yang pada intinya terjadi karena kematian.
Adapun pengertian harta penginggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Tertanggung yang meninggal dunia, baik berupa benda maupun hak haknya serta kewajibannya.  Dana asuransi jiwa adalah uang pertanggungan yang muncul akibat peristiwa kematian tertanggung, oleh sebab itu dana asuransi jiwa adalah termasuk hak tertanggung yang berupa harta peninggalan yang beralih ke ahli warisnya ketika terjadi peristiwa evenemen kematian tertanggung.  Oleh karena itu ahli waris adalah pihak yang berhak mendapatkan harta peninggalan tertanggung termasuk dana asuransi jiwa sehingga ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa mendapat perlindungan hukum 

b. Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
1) Dalam Pasal 1 angka 1  huruf b
Tentang Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung.
Meskipun tidak dengan jelas dan tegas memberikan definisi tentang asuransi jiwa, akan tetapi pasal 1 angka 1 huruf b, telah memberikan dasar timbulnya asuransi jiwa yaitu: Adanya perjanjian antara dua pihak dan adanya pertanggungan jiwa, berdasarkan pada  penerimaan premi oleh penanggung 
Dengan demikian perlindungan hukum diberikan kepada para pihak yaitu tertanggung dan penanggung berdasarkan adanya penerimaan premi oleh penanggung dengan konsekuensi memberikan pembayaran akibat dari meninggalnya tertanggung pada masa pertanggungan dengan manfaat yang telah ditetapkan dalam polis asuransi jiwa. 
Dalam pasal ini belum dijelaskan secara tegas adanya pihak lain yang terkait dengan manfaat asuransi jiwa. Akan tetapi berdasarkan logika hukum, bahwa setiap peristiwa hukum akan menimbulkan akibat hukum lainnya dan  dalam pasal ini hanya menyebutkan adanya peristiwa hukum kematian “meninggalnya tertanggung” yang berakibat adanya “memberikan pembayaran” tanpa menyebutkan pembayaran diberikan kepada siapa.  
Bahwa mengingat berbagai peraturan  mempunyai makna hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum yang lain dan setiap individu dianggab mengetahui aturan yang bersifat umum, maka dengan meninggalnya tertanggung akan berakibat munculnya hukum waris. Hukum waris mengatur adanya peralihan hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal termasuk tertanggung kepada ahli waris, maka demi kepastian hukum, ahli waris sebagai pihak yang menerima harta peninggalan tertanggung adalah pihak yang berhak menerima pembayaran manfaat asuransi dari penanggung,  
Sebagai esensi keadilan yaitu prinsip yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang sama harus diperlakukan sama, atau dengan kata lain “bahwa segala sesuatu yang sama berhak mendapatkan sesuatu yang sama (suum cuique)” maka demi keadilan sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tertanggung, maka ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dana asuransi jiwa dalam polis asuransi jiwa berhak sebagai penerima manfaat dana asuransi jiwa.

2) Dalam Pasal 1 angka 6 
Tentang terdapat pihak  lain  yang  berhak  untuk penerima pembayaran dana asuransi jiwa
Dalam Undang undang tentang perasuransian, belum diatur secara khusus yang menjelaskan tentang penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa.  Mengenai adanya pihak lain sebagai penerima manfaat dana  asuransi jiwa terdapat pada Pasal 1 angka 6 yaitu“……yang memberikan   pembayaran   kepada   pemegang   polis, tertanggung,   …..”
Berdasarkan pasal 1 angka 6 tersebut,  Pihak terkait yang ditentukan dalam polis asuransi jiwa adalah: a. Pihak Penanggung; b. Tertanggung;  c.Penerima Manfaat sebagai Pihak Ke Tiga.
Bahwa selain peraturan perundang undangan, terdapat sumber hukum formil lainnya. yaitu Undang Undang (statute), Kebiasaan (custom), Keputusan hakim (jurisprudentie), Traktat danPendapat sarjana hukum (doktrin)
Bahwa karena penerima manfaat dana asuransi jiwa dalam peraturan perundang undangan belum secara tegas dijelaskan mengenai siapa dan batasan batasannya pihak yang berhak menerima manfaat asuransi jiwa, maka mengenai penerima manfaat dapat diambil dari sumber hukum lainnya berdasarkan pendapat sarjana hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum.
Tujuan dari asuransi jiwa adalah dapat membantu mengurangi konsekuensi finansial dari kematian dini yang tidak dapat dipastikan kapan akan terjadi. [ J. J. Launie, George E. Rejda, Donald R. Oakes, 1997]
Bahwa kematian adalah suatu kepastian yang akan terjadi dengan mempertimbangkan fakta bahwa asuransi jiwa tidak dapat memulihkan kehidupan, maka yang dipertanggungkan adalah konsekwensi keuangan atas waktu terjadinya evenement meninggalnya tertanggung, bukan kematian itu sendiri,  dengan tujuan dapat membantu kerugian nilai ekonomis kepada pihak pihak yang kehidupan ekonominya tertanggu dan  mempunyai hubungan darah terdekat dengan tertanggung.
Tujuan asuransi jiwa dari sudut pandang masyarakat [Mulhadi, 2017, 243] adalah Memberi kenyamanan kepada Kepala Keluarga karena keluarganya mendapat jaminan penghasilan dan atau jaminan  pendidikan khusus untuk anak anaknya apabila seorang kepala keluarga mengalami risiko kematian secara tiba tiba.
Asuransi jiwa berfungsi [Mulhadi, 2017, 244] sebagai pengganti penghasilan untuk Melindungi keluarga dari kehilangan penghasilan apabila pencari nafkah keluarga meninggal dunia, melindungi keluarga dari beban hutang apabila pencari nafkah meninggal dunia, memberikan sejumlah warisan untuk anak anak sampai batas waktu tertentu sebagaimana diperjanjikan dalam polis dan sebagai biaya kematian.
Manfaat asuransi jiwa perorangan yang dilakukan Tertanggung secara umum, diantaranya [Otoritas Jasa Keuangan dan Industri jasa Keuangan, 2016] adalah memberikan perlindungan dan rasa aman karena penanggung menjamin obyek yang diasuransikan dengan membayar dana asuransi apabila terjadi evenemen kepada penerima manfaat, Memberikan kepastian atas suatu peristiwa dari keadaan yang merugikan yang tidak pasti terjadi yang sudah diperkirakan sebelumnya, Instrumen pengalihan dan penyebaran risiko kerugian yang diderita oleh tertanggung dapat dilimpahkan dan didistribusikan kepada pihak penanggung, Menjadikan hidup lebih tenang karena segala risiko yang telah diasuransikan telah ada yang menanggung.
Secara teori, hubungan hukum asuransi, khususnya asuransi jiwa  haruslah didasarkan atas pemenuhan 3(tiga) prinsip utama, yaitu: “prinsip indemnity(ganti rugi), prinsip insurable interest(adanya kepentingan) ,dan prinsip utmost good faith(itikad baik)).” Artinya, seorang tertanggung tidak berhak untuk diganti rugi bila tidak memiliki insurable interest terhadap objek pertanggungan yang mengalami resiko kerugian, ataupun bila klaim asuransi tersebut ternyata lebih besar dari kerugian senyatanya berdasarkan polis asuransi jiwa. Semua ketentuan tersebut merupakan bagian yang harus dipastikan kebenarannya berdasarkan the utmost good faith. Ketentuan ini berlaku tidak hanya oleh tertanggung, tetapi juga oleh penanggung sebagai perusahaan asuransi.
Berdasarkan tujuan, fungsi dan manfaat asuransi jiwa tersebut diatas, pihak yang berkepentingan sebagai Penerima manfaat adalah keluarga. “Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami,istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya,atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajad ketiga” [ Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Tentang Perlindungan Anak” Pasal 1 butir 3.]
Berdasarkan pengertian keluarga dan dihubungkan dengan peristiwa kematian dan adanya kepentingan akan tujuan, fungsi dan manfaat asuransi jiwa, Ahli waris adalah bagian dari keluarga yang berhak menerima harta peninggalan dan berkepentingan terhadap hidup matinya tertanggung karena sekalian  ahli waris   dengan   sendirinya  mempunyai kewajiban atas hutang dan tanggungan lainnya dari Tertanggung.

c. Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) .
Perlindungan hukum diberikan untuk melindungi pihak tertanggung dari bentuk perjanjian baku terdapat dalam Pasal 18, Tentang perjanjian baku masih dapat dibenarkan selama tidak menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yaitu perusahaan asuransi sebagai Penanggung
Dengan berpedoman pada asas Kebebasan dalam perjanjian, para pihak yang terlibat dalam perjanjian, menyusun dan menyetujui klausula-klausula dari perjanjian baku.  Klausula klausula yang tertuang dalam polis asuransi jiwa sudah disiapkan berbentuk perjanjian baku yaitu perjanjian yang telah disusun lebih dahulu. 
Perlindungan hukum bagi tertanggung sebagai pihak yang terkait dalam perjanjian baku dalam asuransi jiwa, terdapat pada  Pasal 18 UUPK dimana selama klausula klausula dalam  polis asuransi jiwa  tidak mengandung pengalihan tanggungjawab penanggung sebagai pelaku usaha/perusahaan asuransi, maka perjanjian baku dalam asuransi jiwa masih dibenarkan.
d. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata  “pada buku Ke II tentang benda  khususnya mengenai  pewarisan karena kematian dan buku ke III tentang perikatan khususnya Bab II tentang perikatan yang lahir dari perjanjian”
Perlindungan hukum diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam asuransi jiwa khususnya pada pasal pasal dibawah ini yaitu :

1) Dalam Pasal 1320, pasal  1335, pasal 1337, pasal 1338 dan 1339
Tentang syarat sah dan asas asas perjanjian pada umumnya sebagai bagian dari syarat sah perjanjian asuransi pada khususnya.
Bahwa munculnya asuransi jiwa adalah berawal dari adanya perjanjian, yaitu perjanjian pertanggungan jiwa, yang melibatkan dua pihak yang bersepakat dan menandatangani polis asuransi jiwa, yaitu pihak Tertanggung sekaligus pemegang polis yang untuk selanjutnya disebut tertanggung dan pihak penanggung sebagai perusahaan asuransi dengan tujuan mendapatkan manfaat dana asuransi jiwa untuk pihak lain apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan.
Perjanjian yang dibuat para pihak dalam asuransi jiwa harus tunduk kepada syarat perjanjian yang secara umum diatur pada pasal 1320, setidaknya harus memenuhi empat syarat perjanjian: “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya(pasal 1320 dan1338), kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang(pasal 1335 dan 1337).”
Perjanjian tersebut berada dalam sistem utuh, yang dibingkai dengan pasal pasal lainnya tentang perikatan dalam satu kerangka sistem hukum perjanjian yang dibingkai dengan pasal pasal lainnya tentang perikatan dalam satu kerangka sistem hukum perjanjian yang tidak terlepas dari asas asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak atau melakukan perjanjian(Pasal 1338), asas konsesualisme(pasal 1320 ayat 1), asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 ayat 1) dan asas Utmost Good Faith (Pasal 1338 ayat 3), dengan batasan batasan  antara lain adalah  tidak boleh bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kesusilaan, ketertiban umum dan undang undang (pasal 1337). 
Asas kebebasan berkontrak adalah para pihak bebas untuk melakukan perjanjian, akan tetapi tidak bisa terlepas dari kerangka pemahaman pasal pasal lain [Agus Yudha Hernoko, 2008, 102] yaitu: 
(1) “Pasal 1320, mengenai syarat sahnya perjanjian.:
(2) Pasal 1335, yang melarang dibuatnya perjanjian tanpa klausula atau dibuat berdasarkan klausula yang palsu atau terlarang dengan konsekuensi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tertanggung dan penanggung.
(3) Pasal 1337, yang menetapkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
(4) Pasal 1338 (3) yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
(5) Pasal 1339 yang menunjukan bahwa perjanjian terikat dengan sifat kepatutan, kebiasaan dan undang undang.  Kebiasaan  yang dimaksud adalah bukan kebiasaan setempat akan tetapi ketentuan ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan.

Apabila asas kebebasan berkontrak atau melakukan perjanjian dalam pasal 1338 ayat 1 dikaitkan dengan pasal pasal lainnya tersebut diatas, maka kebebasan dalam melakukan perjanjian asuransi jiwa  perlu memperhatikan sebagaimana berikut ini:
(1) “Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian
(2) untuk mencapai tujuan para pihak harus mempunyai klausula atau sebab
(3) tidak mengandung sebab yang palsu atau dilarang oleh undang undang
(4) tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan , kesusilaan dan ketertiban umum
(5) harus dilaksanakan dengan itikad baik”. 
Asas konsensualisme, pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata kesepakatan.  Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, melahirkan hak dan kewajiban bagi tertanggung dan penanggung atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak tertanggung dan penanggung untuk masing masing memenuhi perjanjian tersebut.
Asas pacta sunt servanda daya daya mengikat kontrak dengan kepastian hukum yang mengikat para pihak diatur pada Pasal 1338 ayat 1 yaitu “Semua perjanjian yang  dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi yang membuatnya”. Perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum.
Asas itikad baik yang diatur sebagaimana  pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, untuk semua Perjanjian  asuransi secara khusus diatur pada Pasal 251 KUHD sebagai  les spesialis dari itikad baik berdasarkan ketentuan hukum perdata.  Itikad baik dari masing masing pihak untuk membuat polis asuransi jiwa yang diawali pada saat pengajuan persetujuan polis.  
Dalam perjanjian asuransi khususnya asuransi jiwa, selain harus memenuhi syarat perjanjian berdasarkan  pasal pasal tentang perikatan dalam KUHPerdata,  juga harus berdasarkan pada prinsip prinsip asuransi jiwa yang mutlak harus terpenuhi yaitu prinsip: “Insurable Interest (Kepentingan) \, Utmost good faith (itikad baik) dan Indemnity (Ganti Kerugian)” , yang terdapat pada pasal 250, pasal 251, pasal 253 dan pasal 302 Kitab Undang Undang Hukum Dagang(KUHD)
Bahwa tujuan dari pencantuman prinsip asuransi jiwa adalah untuk menunjukkan motif dari penjanjian asuransi jiwa. Hal mendasar dari adanya prinsip ini dalam asuransi adalah syarat untuk menghindari praktek judi dan pertaruhan.   
Bahwa mengingat Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem, dengan adanya berbagai peraturan perundang undangan yang mempunyai makna hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum yang lain, maka perjanjian dalam asuransi jiwa juga saling terkait dengan peraturan perundangan yang lain

2) Dalam Pasal 1317 dan 1338
Tentang kemungkinan adanya pihak ketiga dan Ahli waris sebagai pihak mempunyai yang hak dari pelaksanaan prestasi dari perjanjian asuransi.
Ketentuan pasal 1317 tersebut diatas, menjadi dasar bagi pelaksanaan perjanjian asuransi atau pertanggungan untuk kepentingan pihak ketiga dan penutupan pertanggungan dalam bentuk polis asuransi jiwa. [ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2014, 23]
Pasal 1337 sebagai acuan adanya pihak ketiga, yang apabila dihubungkan dengan pasal lain, khusunya pasal 833 mengenai beralihnya harta peninggalan kepaa ahli waris, ketika terjadi peristiwa kematian, maka yang dimaksud pihak ketiga adalah semaua ahli waris, termasuk ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat.
Pasal 1318 KUH Perdata menetapkan bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang mempunyai hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan tidak demikian maksudnya.  
Berdasarkan pasal 1317 dan 1318 KUHPerdata tersebut, Ahli waris adalah sebagai pihak mempunyai hak dari pelaksanaan prestasi dari perjanjian asuransi, Para ahli waris meneruskan hak dan kewajiban pewaris yang diperolehnya berdasarkan hak waris dan bukan karena pewaris telah menjanjikan untuk para ahli warisnya”. [Herlien Budiono, 2012, 90]

3) Dalam Pasal 830, pasal831, pasal 832, pasal 833 dan pasal 834
Tentang terjadinya peralihan harta peninggalan  karena kematian kepada ahli waris
Bahwa perwarisan  hanya  berlangsung  karena kematian dengan  meninggalnya seorang termasuk tertanggung, selain meninggalkan warisan yang dapat berupa harta benda berwujud atau tidak berwujud dan termasuk utang (kewajiban), maka akan muncul ahli waris. Jadi  harta  peninggalan  baru  terbuka  untuk  dapat  diwarisi kalau  pewaris  sudah  meninggal  dunia  (Pasal  830 )  dan  si ahli  waris  harus  masih  hidup  saat  harta  warisan  tersebut  terbuka  untuk diwarisi (Pasal 836 ). 
Pasal 832 menegaskan bahwa Ahli waris haruslah seseorang yang mempunyai hubungan hukum  baik hubungan darah ataupun karena perkawinan  dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian, ahli waris yang berhak sebagai penerima manfaat adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan.
Bahwa pada saat terjadi peristiwa hukum dengan kematian tertanggung, mengakibatkan munculnya ahli waris.  Ahli waris dengan sendirinya mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang tertanggung. Artinya para ahli waris segera setelah tertanggung meninggal dunia mempunyai hak milik atas semua hak dan kewajiban pewaris tanpa melakukan suatu tindakan hukum apapun ataupun tanpa sepengetahuan para ahli waris.  dengan demikian untuk menjadi ahli waris tidak perlu suatu penerimaan khusus. [Tan Thong Kie, 2013,230] . 
Berdasarkan pasal 834, Ahli waris dilindungi undang undang untuk mengajukan gugatan agar mendapatkan haknya atas dana asuransi jiwaterhadap semua orang yang menguasai dana asuransi jiwa atas seluruh atau sebagian dari dana asurani  jiwa. 

e. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang,  Buku Kesatu, Bab Kesembilan tentang asuransi pada umumnya dan Bab kesepuluh, Bagian Ketiga tentang Pertanggungan jiwa.
Tentang  perlindungan hukum diberikan berdasarkan  adanya perjanjian asuransi dan  prinsip prinsip asuransi jiwa, khususnya yang terdapat pada pasal :
Dalam Pasal 246, Pasal 250, Pasal 251, Pasal 253, Pasal 255, Pasal 268 dan Pasal 302
Pada dasarnya pasal 246 menegaskan  asuransi adalah suatu perjanjian antara pihak penanggung sebagai perusahaan asuransi dan tertanggung dimana  dalam perjanjian tersebut terdapat klausula klausula yang memuat hak dan kewajiban masing masing pihak, dengan penanggung yang memberikan penggantian atas kerugian yang dipertanggungkan dan tertanggung yang wajib untuk membayar sejumlah uang atau premi  sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis.
Perjanjian sebagai dasar munculnya asuransi jiwa harus dibuat secara tertulis  sebagaimana diharuskan dalam pasal 255 dan dapat dinilai dengan uang. Dalam asuransi jiwa yang dinilai adalah konsekuensi keuangan pada waktu terjadi evenemen meninggalnya tertanggung yang tidak pasti akan terjadi, bukan kematian itu sendiri, dengan memperhitungkan nilai ekonomis tertanggung  pada saat masih hidup berdasarkan pembayaran premi.  
“Knowing that death is a certainty and taking into account the fact that life insurance cannot restore life, a logical inference can be drawn that life insurance insures against financial consequences of death, not the death itself. “ [ J. J. Launie, George E. Rejda, Donald R. Oakes,1997].
Dalam perjanjian asuransi khususnya asuransi jiwa terdapat prinsip prinsip asuransi jiwa yang mutlak harus terpenuhi yaitu prinsip:
a.  Prinsip Insurable Interest (Kepentingan)
Prinsip adanya kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan prinsip utama dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. [R.Soeroso,2006] Prinsip tersebut terdapat pada pasal 250  dan pasal 302 khususnya untuk asuransi jiwa. 
“as these principles, insurable interest is based on an objective criterion, which exists irrespectively of the will of parties to an insurance contract.” [Dagne Dukantaite, 2014]
Kepentingan yang dapat diasuransikan didasarkan pada kriteria objektif, yang ada terlepas dari keinginan pihak-pihak dalam perjanjian asuransi. Bahwa dalam asuransi jiwa, penerima manfaat dana asuransi harus mempunyai kepentingan dengan obyek asuransi jiwa yaitu orang dengan jaminan kehidupan seseorang atau jiwa  dan raga manusia dengan mengesampingkan kepentingan lain yang tidak mempunyai kepentian nilai ekonomis dan hubungan hukum dengan obyek asuransi. 
b. Prinsip Almost Goof Faith (Itikad baik )
Pihak penanggung dan tertanggung harus mempunyai itikad baik dalam membuat polis asuransi jiwa. Penanggung maupun  tertanggung  mempunyai  hak  untuk  mengetahui  fakta-fakta  penting  (material  facts) yang   berkaitan   dengan   penutupan   asuransinya,   serta   masing-masing   berkewajiban   untuk memberitahukan  secara  jelas  dan  detail  atas  segala  fakta-fakta  penting  sehubungan  dengan penutupan tersebut dalam klasul klausula polis asuransi jiwa
c. Prinsip indemnity (ganti rugi)  
Bahwa terdapat prinsip ganti kerugian (Prinsip Indemnity) yang merupakan suatu mekanisme dimana terdapat penggantian kerugian yang dibayarkan oleh penanggung berdasarkan kerugian sebenarnya dan tidak lebih yang dialami oleh tertanggung  sesuai dengan polis asuransi jiwa. “The principle of indemnity as the crucial question did not concern a person who had an interest for conclusion of the insurance contract, but a person who sustained damage” [Iur Vadim Mantrov, 2017,  256]
Bahwa apabila dihubungkan adanya kepentingan dengan tujuan, fungsi dan manfaat asuransi maka Ahli waris adalah pihak yang paling berkepentingan sebagai penerima manfaat dengan terjadinya evenemen meninggalnya tertanggung.

[bookmark: _Toc28076238]B. Perlindungan Hukum Internal
Perlindungan hukum internal adalah Perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian [Moch. Isnaeni, 2016, 160]
Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dibuat sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada waktu membuat klausula-klausula kontrak, kepentingan kedua belah pihak dapat terakomodir atas dasar kata sepakat.  Demikian juga segala risiko diusahakan dapat dicegah melalui klausula klausula dalam perjanjian.  
Bahwa oleh karena asuransi jiwa adalah merupakan perjanjian, maka asuransi harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata.  Perjanjian tersebut berada dalam sistem yang utuh yang dibingkai dengan pasal lainnya tentang  perikatan dengan batasan batasan yang tidak boleh bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kesusilaan, ketertiban umum dan undang undang dalam satu kerangka sistem hukum perjanjian yang tidak terlepas dari asas asas  perikatan yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsonsesualisme, asas Pacta sunt servanda dan asas itikad baik.  Demikian pula perjanjian asuransi jiwa hukum yang dibuat para pihak harus berpedoman kepada peraturan perundang undangan sebagai payung hukum (law umbrella) dalam membuat perjanjian.
Perjanjian membuktikan bahwa “hubungan hukum para pihak merupakan sebuah fakta hukum, yang dengan fakta itu kesalahpahaman dalam sengketa dapat diluruskan, bagaimana seharusnya hubungan itu dilaksanakan dan siapa yang melanggar”.
Perlindungan hukum para pihak terdapat pada klausula klausula dalam polis asuransi jiwa yang telah ditandatangani oleh para pihak. Dengan kata lain  para pihak saling melindungi dirinya masing masing berdasarkan klausula klausula yang telah disepakati yang mengikat para pihak untuk melaksanakan polis asuransi jiwa yang telah dibuat secara sah.
Tujuan  dibuatnya  perjanjian internal  adalah  sebagai  dasar  penyelesaian  apabila  timbul  masalah  di  kemudian  hari  agar  para  pihak  terlindungi,  mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Bentuk perlindungan hukum internal bagi ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa, terdapat pada polis asuransi jiwa berdasarkan:
1. Klausula klausula tentang asuransi berisikan antara lain hak kewajiban masing masing pihak yang harus dibuat dalam bentuk tertulis 
2. Klausula klausula tentang subyek dan kewenangan(authority) para Pihak yang harus jelas dan berwenang melakukan perjanjian dalam asuransi jiwa
3. Klausula klausula tentang para pihak bebas bersepakat untuk menentukan kehendaknya dalam polis asuransi akan tetapi harus sesuai dengan peraturan perundang undangan.
4. Klausula klausula yang memuat tentang Segala risiko yang kemungkinan dapat terjadi,misalnya apabila terjadi wan prestasi diusahakan dapat dicegah dengan klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula.
5. Klausula klausula kesepakatan para pihak dalam polis memuat materi polis asuransi jiwa yaitu pengalihan risiko atas meninggalnya tertanggung berdasarkan adanya Pembayaran premi oleh tertanggung dan penerimaan premi oleh penanggung atau perusahaan asuransi dengan konsekuensi memberikan pembayaran dengan manfaat yang telah ditetapkan.
4. Klausula klausula Obyek asuransi jiwa harus dibuat dengan jelas dan benar, setidaknya harus mencantumkan atas nama siapa (tertanggung),usia, agama, hubungan keluarganya, domisili. 
5. Klausula klausula dalam  polis asuransi jiwa  tidak boleh mengandung pengalihan tanggungjawab penanggung sebagai perusahaan asuransi.
6. Klausula klausula perjanjian dalam polis asuransi harus mempunyai Syarat Khusus perjanjian Asuransi jiwa yaitu berdasarkan prinsip prinsip asuransi jiwa yaitu: “Insurable Interest (Kepentingan), Utmost good faith (Utmost Good Faith(itikad baik)) dan Indemnity (Ganti Kerugian).
7. Klausula klausula  dalam polis asuransi jiwa harus mencantumkan adanya kepentingan nilai ekonomis  dan hubungan hukum atas obyek asuransi
8. Klausula klausula mengenai syarat syarat terjadinya Evenemen yang dapat dipertanggungkan dan mendapat Ganti rugi/ manfaat dana asuransi jiwa
9. Klausula klausula dalam perjanjian yang bebas untuk bersepakat akan tetapi tidak boleh merugikan pihak ketiga
10. Klausula klausula dibuat berdasarkan klausula yang Halal, tidak bertentangan dengan ketertipan, asusila dan peraturan perundang undangan  serta berpedoman Kepada Peraturan Perundang Undangan Sebagai Payung Hukum
11. Klausula klausula Pencantuman pihak yang berkepentingan sebagai penerima manfaat pada saat pengajuan persetujuan polis asuransi jiwa dan pada saat pengajuan klaim asuransi ketika terjadi evenemen dengan meninggalnya tertanggung
12. Klausula klausula yang menegaskan bahwa tertanggung sudah memberitahukan keadaan obyek asuransi dengan sebenar benarnya dan penanggung sudah menyampaikan hak hak tertanggung dengan jelas dan telah dimengerti oleh tertanggung (notification)
13. Klausula klausula yang menegaskan pilihan domisili hukum penyelesaian sengketa.
14. Klausula klausula yang menyatakan  ahli waris  adalah pihak yang berkepentingan sebagai penerima manfaat.	
Dengan demikian, ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam asuransi jiwa mendapat perlindungan berdasarkan klausula klausula yang tercantum dalam polis asuransi jiwa yang mengikat para pihak. Polis asuransi jiwa dibatasi oleh peraturan perundang undangan lainnya dimana klausula klausula dalam perjanjian tersebut harus mencantumkan semua ahli waris  sebagai penerima manfaat yang sesuai dengan hukum dan prinsip prinsip asuransi jiwa. Apabila pencatuman  terdapat pertentangan antara hukum dengan klausula klausula dalam polis asuransi jiwa, maka yang berlaku adalah hukum.

[bookmark: _Toc28076240]KESIMPULAN
Perlindungan hukum hukum bagi ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam asuransi jiwa diberikan dalam bentuk perlindungan hukum eksternal  dan perlindungan hukum internal.
Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan hukum yang dibuat oleh Legislator melalui  peraturan perundang undangan yang terkait dengan asuransi jiwa antara lain  adalah UUD Tahun 1945 khususnya pasal 28 tentang perlindungan hukum; Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 Khususnya pasal 1  angka1 dan angka 6, KUHPerdata buku kedua tentang benda khususnya mengenai  pewarisan karena kematian dan buku ketiga tentang perikatan khususnya Bab II tentang perikatan yang lahir dari perjanjian, KUHD Buku Kesatu, Bab Kesembilan tentang asuransi pada umumnya dan Bab kesepuluh, Bagian Ketiga tentang Pertanggungan jiwa.  Sedangkan Perlindungan hukum internal adalah berupa klausula klausula yang telah disepakati dan ditandatangani para pihak dalam polis asuransi jiwa berdasarkan asas asas perjanjian  dan prinsip asuransi jiwa yaitu prinsip insurable interest(kepentingan), prinsip indemnity (ganti kerugian) dan Utmost Good Faith(itikad baik). Berdasarkan asas asas perjanjian dan prinsip asuransi tersebut,   ahli waris adalah pihak yang paling berkepentingan sebagi penerima manfaat dana asuransi jiwa.
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